SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : v TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 15 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5a) dan
(6) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu
mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;

bahwa Peraturan Walikota Nomor : 15 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum
dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Mataram tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor :
15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri
B);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor
1 Seri D);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 15 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 15 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling
lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
Wajib Pajak atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota
dengan pertimbangan tertentu.

(3) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(4) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPPT, SKPD,
STPD.

(5) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS),
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan/atau bukti lain yang
dianggap sah sebagai bukti pembayaran.




Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal -
Q/FWALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal © © 2
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

BERIf'A DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR
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